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P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sariatun Binti Horri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Swasta, tempat kediaman di  Rumah Kost Kamar Nomor 5, Jalan Glogor 

Carik Gang Nori No. 14, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Suhadan Bin Misyani, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Swasta tempat kediaman di Jalan Rumah Kost Kamar Nomor 2, Glogor 

Carik Gang Nori Nomor 14, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar  keterangan  Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2014 yang 

terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar 

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan gugatan 

cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Madura pada tanggal 

18 April 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/IV/1992 tanggal 18 April 

1992;
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri tinggal di Jalan Gunung Batukaru Gang VIII, Kecamatan 

Denpasar Barat, Kota Denpasar dan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. 

Nurhasanah, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 1993;;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 

sejak awal bulan September 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering pulang malam, sering minum-minum dan main perempuan;

b. Tergugat sejak Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah 

lahir batin dan juga sudah pisah ranjang dan kamar;

4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, 

sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah 

tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo 

untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suhadan Bin Misyani) terhadap 

Penggugat (sariatun Binti Horri)

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut 

relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 08 Januari 2015, dan 15 

Januari 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang 

diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi 

maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan 

karena  Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati  Penggugat selaku 

pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan 

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar 

jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 

bukti  surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171034908750019 

yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11 Nopember 2013, selanjutnya 

alat bukti berupa fotkopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, 

ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, kemudian  ditandai dengan (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :11/11/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Madura tanggal 18 

April 1992, selanjutnya alat bukti berupa Fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis 

dicocokan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen 

serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian  ditandai dengan  (P.2); 

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah 

menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. Aisyah binti Hadi Alif, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, 

tempat kediaman di Jalan Batu Karu Gang VIII, No. 16, Kecamatan Denpasar Barat, 

Kota Denpasar;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan 

keterangan pada intinya sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat bernama 

Suhadan;
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• Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah 

dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak yang bernama 

Nurhasanah; 

• Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 

harmonis, sering terjadi pertengkaran;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan September 2014 yang 

disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, sering minum-minuman 

keras sampai mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

• Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat 

bertengkar mulut;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) 

bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

• Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin 

kepada Penggugat;

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hanya masalah 

anak;

• Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. Faridah binti Kholil, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, 

tempat kediaman  di Jalan Batu Karu Gang VIII, No. 12, Kecamatan Denpasar Barat, 

Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan 

keterangan pada intinya sebagai berikut :

• Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat 

bernama Suhadan;

• Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang 

menikah tahun 1992, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama 

Nurhasanah; 

• Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 

harmonis, sering terjadi pertengkaran;
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• Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan September 2014 yang 

disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat berselingkuh 

dengan wanita lain;

• Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat 

bertengkar mulut dan berujung pada perpishan tempat tinggal;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) 

bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

• Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin 

kepada Penggugat;

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hanya masalah 

anak;

• Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut 

di atas; 

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat  tetap 

pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak 

mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera 

diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam 

berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa  meskipun  Tergugat  telah dipanggil dengan resmi dan patut, 

tetapi tidak datang  menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain 

sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka  Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab 

Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

EF G H I J FKL  MNO P Q R J FS T UVWX VFY ZK[H T \ J ]KH  ^ FY ^ _  ̀T \

Artinya :" Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap 

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, 

maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, 

maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan  Pasal 

4 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur 

Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim 

sebagaimana yang dimakasud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan agama sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor  Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha 

menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali 

dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi 

alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah awal bulan September 2014 

sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering pulang malam, sering minum-minum dan main perempuan;

b. Tergugat sejak Oktober 2014 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir 

batin dan juga sudah pisah ranjang dan kamar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti 

tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis 

telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya 

sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti 

tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di 

wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

bukti tertulis, yakni bukti P.2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang 

berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 

R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima 

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti  Penggugat dan  Tergugat 

adalah suami istri sah yang menikah tanggal  18 April 1992 di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo 

Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan 

keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat 

dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 

Aisyah binti Hadi Alif dan Faridah binti Kholil, yang telah dewasa dan disumpah dan 

telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi 

syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri 

kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini 

dimana saksi-saksi  Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi 

serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat 

dan Tergugat  sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang 

anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis,sering terjadi 

pertengkaran. Sebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam, sering minum-

minuman keras sampai mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. 

Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal 3 (tiga) bulan, 
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Tergugat pergi meninggalkan tempat kediman bersama. Tergugat selama pisah tidak 

pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Keluarga kedua belah 

pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. 

Keterangan Para saksi ada relevansinya dengan perkara ini, maka hal ini telah 

memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 

309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan 

sebagai alat bukti yang sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat 

tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan sebagai berikut:

1 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, 

sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang pulang larut malam, sering 

minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan wanita 

lain;

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan lebih hingga 

sekarang;

3 Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

4 Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat 

dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak 

harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat telah  terjadi pertengkaran masalah Tergugat 

yang suka pulang larut malam, minum-minuman keras, berselingkuh dengan wanita 

lain, diperparah lagi dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang 

tidak pernah kembali lagi selama 3 (tiga) bulan lebih hingga sekarang dan Tergugat 

selama pisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat berarti Tergugat sudah 

melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
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Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan 

keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta 

tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan 

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah 

dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang 

selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga 

tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai 

suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang 

lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya,  Gugatan Penggugat tersebut telah 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukun Islam;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat 

dalam Fiqh Islam yang berbunyi :

1. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam 

Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut: 

 d Kef g J X H h i EjS k ] T \ l Fm nX R IgS K\ k Uef  opqrFY ^ Fs h M[R h g ^ teuR

 I K\ vwKex FY T \ h gKNu\ .k y FYS zq{ FY T \ K|MjS ^ { }~R oUW[FK� opqrFY ^ Fs k � M}FY

 � � tu�S � �y FY � gMeuFYS . q� FY `Y� KVNuU� vVQ FY ^ O nN}jY KVW[O vwKex FY � �� � F�R

� RK�VFY

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama 

sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan 

beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri 

sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk 
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tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, 

pecah dan kehidupannya menjadi kalut; 

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai 

bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan 

tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat 

dikabulkan dengan verstek sebagaimana  Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim 

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang 

ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum 

tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi 

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan 

perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang 

mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang 

berkaitan dengan perkara ini;               

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir 

di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Suhadan Bin Misyani) terhadap 

Penggugat (Sariatun Binti Horri);
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4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang 

ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan 

dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan 

perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  Rp. 

326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami  DRS. H. KT. 

MADHUDDIN DJAMAL, SH sebagai Hakim Ketua, serta DRS. ALIMUDDIN M dan 

DRS. DARSANI sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim 

Anggota serta dibantu oleh DRS. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. KT. Madhuddin Djamal, SH

Hakim anggota                              Hakim anggota

                        Drs. Alimuddin M                             Drs. Darsani

Panitera Pengganti

 

Drs. Ramli.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran                               : Rp    30.000,00
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2. Biaya Panggilan                                  : Rp   225.000,00

3. Biaya proses                                        : Rp    60.000,00

4. Redaksi                                                : Rp      5.000,00

5. Meterai                                                 : Rp      6.000,00

                              Jumlah                        : Rp  326.000,00

                                                       ( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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